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BAB 6 

  SARAN 

 

Saran yang dapat diberikan selama Praktek Kerja Profesi 

(PKPA) yang telah dilakukan pada tanggal 3 Desember 2018 – 5 

Januari 2019 di Apotek Bagiana adalah sebagai berikut: 

1. Calon Apoteker sebaiknya diberi kesempatan untuk 

menghadapi permasalahan yang terjadi di Apotek dengan 

bimbingan dari Apoteker Penanggung Jawab atau Apoteker 

Praktek, agar calon Apoteker dapat memperoleh wawasan 

mengenai keadaan di lapangan yang sebenarnya. 

2. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu 

pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri 

yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian 

di Apotek dengan lebih baik. 

3. Calon Apoteker sebaiknya meningkatkan pemahaman 

mengenai obat-obat agar mampu memberikan pelayanan 

kefarmasian seperti pelayanan konseling dengan baik dan 

jelas.  

4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat 

menberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat 

menginformasikan tentang keluhan-keluhan yang 

dirasakannya dan obat-obat yang sudah di gunakan, peran 

apoteker dapat berfungsi secara optimal dengan memberikan 

informasi obat serta dapat memberikan pengobatan 

swamedikasi. 
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